SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
dijelaskan perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah
ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi atau
instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,
maka perlu menetapkan Perencanaan Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana tercantum
pada lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum

¥¥7 Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP :197208182002121007



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 38 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TAHUN 2024
NO RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH PEMRAKARSA
1 2 3
1. | Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 Balitbangren
Rencana Strategi (Resntra) Perangkat Daerah .
2. 2025-2026 Balitbangren
3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Polewali Balitbaneren
' | Mandar Tahun 2025 8
Perubahan  Rencana Kerja Perangkat Daerah .
4. Tahun 2024 Balitbangren
5. | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Balitbangren
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah .
6. Tahun 2024 Balitbangren
7. | Penetapan Daftar Inovasi Daerah Balitbangren
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
8. | APBD Tahun 2023 Badan Keuangan
9. | Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2024 Badan Keuangan
10. | Penjabaran APBD Tahun 2025 Badan Keuangan
11. | Standar Satuan Harga Badan Keuangan
12. | Penatausahaan BMD Badan Keuangan
Pedoman Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan
13 Liar dalam Mencegah dan Memberantas Pungutan Insoektorat
" | Liar di Linkup Pemerintah Kabupaten Polewali P
Mandar
14 Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat
" | Kabupaten Polewali Mandar P
15. | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dinas Pemberdayaan dan
Pemerintahan Desa
Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian | Dinas Pemberdayaan dan
16. .
Kepala Desa Pemerintahan Desa
Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian | Dinas Pemberdayaan dan
17. .
Perangkat Desa Pemerintahan Desa
18. | Sasaran Kinerja Perangkat Desa Dinas Pemberdayaan dan
Pemerintahan Desa
19 Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun | Dinas Pemberdayaan dan
" | Anggaran 2025 Pemerintahan Desa
20 [uran Anggota Korpri RI Lingkungan Pemerintah BKPP

Kabupaten Polewali Mandar




Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak

21. Daerah Badan Pendapatan

22. | Pajak Daerah Kabupaten Polewali Mandar Badan Pendapatan

23. | Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Badan Pendapatan

24. | Tata Cara Pemberian NPWPD Badan Pendapatan
Pedoman Pengawasan dan Pencegahan Tindakan

25. | Kecurangan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Inspektorat
Polewali Mandar

26 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun Inspektorat

" | 2023 tentang Manajemen Risiko P

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian

27. | Daerah  terhadap Pegawai Negeri Bukan Inspektorat
Bendahara atau Pejabat Lain
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali

28. | Mandar Nomor 15 tahun 2022 tentang Standar Badan Keuangan
Harga Satuan Tahun 2023

29, Rencana Strategi Puskesmas Kabupaten Polewali Dinas Kesehatan
Mandar
Penyelenggaraan Program  Jaminan Sosial .

30 Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit BPJS Ketenagakerjaan

31, Tata Kelola Puskesmas Kabupaten Polewali Dinas Kesehatan
Mandar

39, Standar Pelayanan  Minimal Puskesmas Dinas Kesehatan

Kabupaten Polewali Mandar

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

Kepala Bagian Hukum

i

E‘ ”‘éy Muhammad Sukri, SH

Pangkat : Pembina

NIP :197208182002121007
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MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA
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